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ABSTRAK

Pendamping desa memiliki ruang strategis dalam pembangunan desa dan
pemberdayaan masyarakat desa setelah lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa. Kompetensi pendamping desa telah diatur dalam Pasal 24
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Tentu tidak sesuai bila
penempatan sumber daya manusia dari pendamping desa ini dilakukan tanpa dasar
kemampuan dan pengetahuan yang sesuai kompetensi menurut aturan yang ada.
Utamanya di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep
dimana dijumpai kondisi; Pertama, tingkat pendidikan beberapa aparatur desa
hanya sekolah dasar dan sebagian hanya sekolah menengah atas. Kedua, culture
yang sudah lama ada di Desa Pakandangan Barat yang jauh dari pusat kota maju,
dimana penyelenggaraan pemerintahan desa masih didominasi oleh tradisi dan
adat-istiadat yang terkadang berbenturan dengan tujuan adanya pendamping desa.
Oleh karena itu penyusun hendak meneliti bagaimanakah profesionalitas
pendamping desa dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan
masyarakat desa di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten
Sumenep.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan penelitian lapangan (field
research) dengan pendekatan yuridis-empiris. Data yang diambil langsung
melalui wawancara, observasi, dan melalui telaah pustaka/dokumen serta kajian
atas peraturan-peraturan terkait. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yakni
mengurai fakta-fakta, situasi atau kejadian-kejadian dan menganalisisnya dengan
teori dan logika hukum (normatif).

Hasil penelitian profesionalitas pendamping desa dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan
masyarakat desa di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten
Sumenep telah sesuai dengan kompetensi pendamping desa Pasal 24 Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3
Tahun 2015 tentang Pendamping Desa dan SOP pendamping lokal desa menurut
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Tidak
sesuainya profesionalitas pendamping desa berada pada tidak terfasilitasinya
kerjasama antar desa di kecamatan Bluto dikarenakan belum adanya BUMDes
dan belum adanya regulasi yang mengatur secara jelas tentang bentuk kerjasama
yang dilakukan antar desa, hanya sebatas instruksi pemerintah kabupaten untuk
melakukan kesepakatan-kesepakatan bagi yang memiliki BUMDes.

Kata kunci:  Profesionalitas, Pendamping Desa, Pembangunan Desa,
Pemberdayaan Masyarakat Desa
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah pemerintahan desa sering berubah-ubah seiring dengan
dinamika kondisi dan situasi politik nasional.! Keberadaan desa selama kurun
waktu Indonesia merdeka tidak secara tegas diatur untuk kemandirian rumah
tangganya. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja atau
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa hanya
mengatur tentang penyelenggaran desa bukan dinyatakan dapat mengurus dan
mengatur rumah tangganya sendiri.” Padahal menurut Jimly Asshidigie Desa
dan kehidupan masyarakat desa adalah fondasi atau tiang utama kehidupan

.3
bernegara bangsa Indonesia.

Sebagian besar penduduk Indonesia hidup di desa dan daerah pedesaan.
Apabila dibandingkan jumlah penduduk yang tinggal di desa dan di kota,
lebih dari 70% penduduk Indonesia tinggal di desa.* Sudah seharusnya pusat

perhatian dalam upaya pembangunan ditujukan kepada masyarakat desa.

'HAW. Widjaja. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulati dan Utuh, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2008), him. 7.

*Isharyanto, Dila Eka Prasetya, Hukum Pemerintahan Desa Perspektif, Konseptualisasi dan
Konteks Yuridis (Yogyakarta: CV. Absolut Media, 2016), hlm. 157.

3Jimly Asshiddigie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Bhuana Ilmu
Populer, 2007), hlm. 492.

*Ibid, him. 491



Hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah
mengukuhkan secara tegas keberadaan desa dalam tata negara Indonesia.” Hal
ini bertujuan dalam mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya sesuai
potensi dan budaya tersendiri di dalamnya.® Setidaknya pembangunan era
pemerintahan saat ini dapat memberi dorongan sehingga desa berkembang
menjadi kota, peri kehidupan desa berubah menjadi kehidupan kota.’
Seandainya perjuangan untuk menegakkan kemerdekaan tidak didukung oleh
rakyat di desa-desa di seluruh tanah air, tentu Negara Kesatuan Republik

Indonesia tidak akan pernah berdiri tegak.®

Undang-undang Desa merupakan ketegasan komitmen politik dan
konstitusional bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa agar
menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan
landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan
menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.9 Hal ini tertuang

dengan jelas pada Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

*Konsederan huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dalam perjalanan ketatanegraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam
berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri,
dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menurut masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Lihat
Moch. Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat,
(Malang:Setara Press, 2014), hlm.13. Lihat juga pasal 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa.

’Sebagaimana harapan Jimly Assdidiqi yang disebut lebih lanjut bahwa pembangunan
seharusnya tidak menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk secara fisik dari desa ke kota.
Ibid, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia, hlm. 492

81bid, hlm. 492

% Sutoro Eko, Regulasi Baru, Desa Baru, Ide, Misi dan Semangat UU Desa. (Jakarta:
Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015),
hlm. 15-16



Desa bahwa pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan desa
dan kualiatas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui
pemenuhan kebutuhan desa, pembangunan sarana prasana desa,
pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam

dan lingkungan secara berkelanjutan. '

Demi  mengoptimalkan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan
pemberdayaan masyarakat desa, sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40
ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 66 ayat
(5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 77 ayat (3), dan Pasal 118 ayat (6) Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pemerintah menetapkan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.'' Peraturan Pemerintah
nomor 43 tahun 2014 inilah yang menjadi cikal-bakal lahirnya Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3

Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa."?

Dalam proses peralihan kekuasaan dari sekedar penyelenggara menjadi

mandiri dalam mengurus dan mengatur pemerintahannya sendiri, desa dan

"%Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

""Konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

"’Konsideran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa



masyarakat desa sangat membutuhkan pendampingan.'” Dalam Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3
Tahun 2015 ini dinyatakan bahwa pendamping desa menjadi penghubung
pemerintah pusat dengan pemerintahan desa. Hal ini tertuang dalam Pasal 6
dan Pasal 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

Salah satu tugas utama pendamping desa adalah mendampingi desa
dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan
desa dan pemberdayaan masyarakat desa. '* Oleh karena pendamping desa
memiliki ruang strategis dalam misi pembangunan desa setelah lahirnya
undang-undang desa tentu tidak indah bila penempatan sumber daya manusia
dari pendamping desa ini dilakukan tanpa dasar yang mapan apalagi keluar
dari aturan yang berlaku. Terlebih dalam kurun waktu yang lama, desa tidak
secara tegas diatur dalam urusan pemerintahan yang mandiri.”> Sudah barang
tentu memberi efek kurang baik pada tata pemerintahan desa yang saat ini

harus dihadapi oleh tenaga pendamping desa.

“Muhammad Yasin, dkk., Anotasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
(Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional dan didukung oleh The Asia Foundation, 2015),
hlm. 5.

“Pasal 12 huruf a, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa

"> Menurut Hanif Nurcholis, di bawah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, Undag-
undang Nomor 22 Tahun 1999, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, status pemerintahan
desa adalah lembaga semi formal yang diberi tugas pemerintah atasan untuk mengurus urusan
pemerintahan di tingkat desa. Lihat, Hanif Nurkholis, “Tantangan dan Prospek Implementasi UU
No. 6/2016 tentang Desa,” makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Administrasi Negara di
FISIP Universitas Negeri Padang, 13 November 2014, hal. 1. Diakses di www.forumdesa.org, pada
tanggal 26 Februari 2017.



Dalam konteks ini tenaga pendamping profesional menjadi pilihan.
Sebagaimana profesionalitas dari pendamping desa tertuang dalam Pasal 4
huruf (a) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa yakni
pendampingan desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri atas tenaga

pendamping profesional.

Pada penelitian awal yang dilakukan oleh penyusun telah menemukan
pokok persoalan yang hampir merata dihadapi oleh pendamping desa.
Pertama, tingkat pendidikan beberapa aparatur desa hanya sekolah dasar dan
sebagian berada pada tingkat sekolah menengah atas. Kedua, culture yang
sudah lama ada di Desa Pakandangan Barat yang jauh dari pusat kota maju
adalah kendala tersendiri dalam melaksanakan amanah Undang-undang desa
dan aturan turunannya. Dimana penyelenggaraan desa masih didominasi oleh
tradisi dan adat istiadat yang kadang kala berbenturan dengan tujuan adanya

pendamping desa.

Sesuai Pasal 24 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan
Desa bahwa kompetensi pendamping desa sekurang-kurangnya memenuhi

unsur kualifikasi antara lain:

a. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan
masyarakat;
b. Memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat dsa;

¢. Mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat desa;



Mampu  melakukan  teknik  fasilitasi  kelompok-kelompok
masyarakat desa dalam musyawarah desa; dan/atau
Memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai

budaya masyarakat desa.

Mengingat kompetensi pendamping desa telah diatur maka patut

kiranya penyusun teliti tingkat profesionalitasnya dalam menjalankan

pendampingan desa di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten

Sumenep.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, menarik untuk diteliti:

1.

Bagaimanakan  profesionalitas  pendamping desa  dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan
desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Pakandangan
Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep?

Apa saja kendala yang mempengaruhi profesionalitas pendamping
desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa

Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1.

Tujuan Penelitian



Ingin mendeskripsikan profesionalitas pendamping desa dalam

perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan

desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Pakandangan Barat

Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

Ingin mengetahui kendala yang mempengaruhi profesionalitas

pendamping desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan

terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di

Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep

2. Manfaat Penelitian

a.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah
khazanah intelektual di bidang Hukum Tata Negara, khususnya pada
pendampingan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pemantauan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
Kemudian setidaknya skripsi ini menambah dan melengkapi
perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah serta memberikan
kontribusi pemikiran yang menyoroti tentang profesionalitas
pemdamping desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan
terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di
Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

Secara praktis, semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi semua
orang, terutama akademisi di perkuliahan Fakultas Hukum
khususnya di bidang Hukum Tata Negara sebagai unsur terpenting

dalam sistem hukum Indonesia.



D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran dan telaah yang penyusun lakukan, terdapat
beberapa karya ilmiah lainnya (skripsi, tesis dan penelitian lainnya) yang juga
membahas persoalan indenpendensi pendamping desa dalam mewujudkan

desa yang mandiri dan berdaya.

Demi menjaga keaslian penelitian yang penulis lakukan dan demi
menghindari terjadinya kesamaan penelitian dengan penelitian sebelumnya,
penting kiranya menjelaskan kesamaan dan letak perbedaannya dengan
penelitian penyusun. Pemaparan beberapa karya ilmiah sebelumnya,

diantaranya sebegai berikut:

Skripsi Ulfatul Istiqlaliyah dengan judul Kerjasama Pemerintah Desa
dan Badan Permusyawatan Desa (BPD) dalam pembanguan Desa di
kecamatan Rubaru Sumenep,’® menitik-beratkan kepada pembangunan
infrastruktur desa kaitannya dengan pelakasanaan program dari pemerintah
pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten. Telaah
yang Ulfatul lakukan terbatas pada pola kerjasama pemerintah desa dengan
BPD. Sedangkan penelitian yang dilakukan penyusun adalah telaah
profesionalitas pendamping desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa

sesuai tugas pendampingan desa.

"Ulfatul Istigamah, “Kerjasama Pemerintah Desa Dan Permusyawaratan Desa (BPD)
Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)”, Skripsi,
Fakultas Syariaha dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.



Tentu perbedaan selanjutnya adalah objek wilayah penelitian yang
berbeda dengan yang hendak penyusun teliti. Ulfatul melakukan penelitian di
wilayah Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep sedangkan penyusun di

Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

Andi Apriansyah dalam skripsinya yang berjudul Upaya peningkatan
kemampuan aparat Desa dalam melaksanakan tugas administrasi pemerintah
di Desa Watusa Kecamatan Puriala Kabupaten Konaw,'” juga membahas
persoalan pemerintah desa. Andi berfokus pada telaah kemampuan aparat
desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan. Ia mengukur sejauh
mana ketepatan pola kerja aparat desa dengan tugas administrasi
pemerintahan di desa Watusa Kecamatan Puriala Kabupaten Konaw.
Sedangkan penelitian yang penyusun lakukan tentang profesionalitas
pendamping desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan memantau

pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam penelitian ini penyusun lebih fokus pada tinjauan profesionalitas
Pendamping Desa dalam melakukan tugasnya sesuai Pasal 12 huruf (a0
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa dan kesesuaian
kemampuan dan pengetahuan pendamping desa dengan kompetensi dan
kebutuhan tugas pendampingan desa di Desa Pakandangan Barat Kecamatan

Bluto Kabupaten Sumenep.

" Andi Apriansyah, “Kemampuan Aparat Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi
Pemerintahan Desa”, Skripsi, Fakultas [lmu Administrasi Universitas Lakindende Konawe, 2011.



Skripsi Moh. Mubhlis tentang Telaah Yuridis Terhadap Pelaksanaan
Pendampingan Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan (Studi Kasus Di
Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep),”® secara normatif juga
membahas pendamping desa namun dalam mewujudkan kesejahteraan.
Dalam penelitiannya Muhlis memandang ada beberapa pola kerja yang tidak
sesuai dengan yang seharusnya dilakukan oleh pendamping desa dan

pemerintah desa di Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.

Muhlis hanya menghimpun data sesuai tidaknya pola kerja
pendampingan desa di wilayah penelitiannya, sedangkan penyusun tidak
hanya pada ranah data saja, tetapi penyusun ingin menelaah pula kendala
yang dihadapai pendamping desa dalam mewujudkan profesionalitas
pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Pakandangan

Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

Kemudian skripsi Dyah Ayu Puspitasari yang judul Kewenangan
Masyarakat Desa dalam rangka Memajukan Perekonomian Masyarakat Desa
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” juga
meneliti tentang desa. Namun letak perbedaannya dengan penelitian

penyusun adalah pada pokok pembahasannya, dimana Dyah meninjau

"Moh. Muhlis, “Telaah Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pendampingan Desa dalam

Mewujudkan Kesejahteraan (Studi Kasus Di Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep)”,
Skripsi, Fakultas Syariaha dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2016.

1gDyah Ayu Puspita, “Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Rangka Memajukan

Perekonomian Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa ”,Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2015.
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keterlibatan masyarakat desa dalam membangun perekonomian desa.
Sedangkan wilayah bahasan penelitian penyusun lebih spesifik pada

profesionalitas pendamping desa dalam melaksanakan tugasnya.

E. Kerangka Teori

1. Teori Good Governance

Dalam konsep good governance, peran pemerintah sebagai pembangun
atau penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan
pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi masyarakat
karena adanya tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk memonitor

akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.”

Istilah Good merupakan nilai-nilai yang sesuai keinginan rakyat yang
dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional,
kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan social serta
menjadikannya aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dalam
melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan.’’ Governance diartikan sebagai
hal kekuasaan yang ditujukan dalam manajemen sumberdaya sosial dan
ekonomi negara untuk pembangunan. Sebagaiamana menurut A. Muin

Fahmal bahwa Good governance dalam konteks tersebut adalah imposisi

Sumarto Hetifa Sj, Partisipasi dan Good Governance, (Bandung: Yayasan Obor
Indonesia, 2003), hal 1-2.

21 Abdul Aziz Hakim, Distorsi Sistem Pemberhentian (Impeachment) Kepala Daerah di
Era Demokrasi Langsung, (Yogyakarta: Toga Press bekerjasama dengan UMMU Press, 2006),
hlm. 68-69.
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politik hukum yang dikendalikan negara-negara industrial dan agen

internasional.?

Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan cerminan
sinergitas antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ryass Rasyid
memandang pemerintahan yang bersih adalah sebagian dari pemerintahan
yang baik.”> Masih menurut Ryass, salah satu kompisisi pemerintahan yang
bersih yaitu pemerintahan yang didasarkan atas keabsahan bertindak dari
pemerintah. Good governance sebagai norma pemerintahan adalah suatu
sasaran yang akan dituju dan diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintahan
yang baik dan asas-asas umum pemerintahan yang layak sebagai norma yang
mengikat yang menuntun pemerintahan dalam mewujudkan good

24
governance.

Sinergitas good governance dengan asas-asas umum pemerintahan yang
layak dapat menciptakan pemerintahan yang bersih (c/ean government) serta
berwibawa. Konsep good governance ini telah menjadi kemauan politik di
berbagai ketentuan perundang-undangan dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia.”

2A. Muin Fahmal, Peran Asas-Asas Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan
Pemerintahan yang Bersih, (Yogyakarta: Total Media, 2005), hlm. 87.

23Ryass Rasyid, Ofonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2002), hlm. 22.

2 bid, hlm. 22.
2 Ibid, him. 23.
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Salah satu nilai dari empat belas item yang menjadi prinsip tata

pemerintahan yang baik adalah profesionalisme dan kompentensi,

sebagaimana menurut BAPPENAS, yaitu:*®

a)
b)

©)
d)
e)
f)

g)

h)

)
k)

D

n)

Wawasan ke depan (Visionary);

Keterbukaan dan tTransparansi (Openness and Transparency);
Partisipasi masyarakat (Participation);

Tanggung jawab (Accountability);

Supremasi hukum (Rule of Law);

Demokrasi (Democracy);

Profesionalisme = dan  kompetensi  (Profesionalism  and
Competency);

Daya tanggap (Responsiveness);

Efisiensi dan efektivitas (Efficiency and Effectiveness)
Desentralisasi (Decentralization);

Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat (Private
Sector and Civil Society Partnership);

Komitmen pada pengurangan kesenjangan (Commitment to Reduce
Inequality);

Komitmen pada perlindungan lingkungan hidup (Commitment to
Environmental Protection);

Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market).

26 . .
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan

Nasional (Bappenas), Penerapan Tata Kepemerintahan yang Baik,

(Jakarta:Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional, 2007), him. 12
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Yang dimaksud dengan profesionalisme menurut Korten & Alfonso
(1981) dalam Tjokrowinoto adalah “kecocokan (fitness) antara kemampuan
yang dimiliki oleh birokrasi (bureaucratic-competence) dengan kebutuhan
tugas  (task-requirement),  merencanakan,  mengkordinasikan,  dan
melaksanakan fungsinya secara efisien, inovatif, lentur, dan mempunyai etos

kerja tinggi”.”’

Menurut Korten dan Alfonso profosionalimse dapat diukur melalui
keahlian yang dimiliki oleh seseorang, sesuai dengan kebutuhan tugas yang
dibebankan organisasi. Kecocokan antara disiplin ilmu atau keahlian yang
dimiliki oleh seseorang dengan kebutuhan tugas yang diembannya akan

berdampak kepada baik atau tidaknya hasil pekerjaan yang dijalankannya.

Pandangan Tjokrowinoto tentang profesionalisme tidak jauh berbeda
dengan Korten dan Alfonso yaitu kemampuan untuk untuk menjalankan tugas
dan menyelenggarakan pelayanan publik dengan mutu tinggi, tepat waktu,
dan prosedur yang sederhana. Mengenai kemampuan dan keahlian mesti
harus diikuti dengan perubahan iklim dalam dunia birokrasi yang cenderung

bersifat kaku dan tidak fleksibel.”®

Sebagaimana pendapat Siagian yang menyatakan bahwa yang dimaksud

dengan profesionalisme adalah keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga

Muljarto Tjokrowinoto, Pembangunan, Dilema dan Tantangan, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1996), him .178

BIbid, him. 191
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terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan

prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan.”’

Sementara konsep penyelenggaraan negara yang baik telah lama ada di
negara Indonesia itu sendiri, salah satunya termaktub dengan enam poin.
Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 3
menyebutkan bahwa penyelenggaran Negara yang baik setidaknya memiliki 7

asas, yaitu;

a. Asas Kepastian Hukum

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
c. Asas Kepentingan Umum

d. Asas Keterbukaan

e. Asas Proporsionalitas

f. Asas Akuntabilitas

Sedangkan konsep profesionalisme dan kompetensi secara implisit
tertuang dalam dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan Pasal 10 menyebutkan 8 asas pemerintahan yang

baik, yaitu;

a. Kepastian Hukum
b. Kemanfaatan

c. Ketidakberpihkan

»Sondang P. Siagian, Administrasi Pembangunan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 163
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d. Kecermatan

e. Tidak menyalahgunakan kewenangan
f. Keterbukaan

g. Kepentingan Umum

h. Pelayanan yang baik

2. Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State)

Pada konsep negara kesejahteraan, negara mengabdi sepenuhnya
kepada masyarakat. Dalam Negara kesejahteraan, negara adalah alat satu-
satunya untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat.’’ Negara berperan
aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan warganya untuk kepentingan
seluruh rakyat dan negara. Pada tipe ngara kesejahteraan, tugas negara
adalah semata-mata menyelenggarakan kesejahteraan rakyat semaksimal
mungkin.”!

Menurut Himawan yang merujuk pendapat Spicker, negara
kesejahteraan dapat didenifisikan sebagai sebuah sistem kesejahteraan
sosial yang memberi peran lebih besar pada negara atau pemerintah (untuk
mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhnya
kebutuhan dasar warganya).””> Dalam konteks penelitian penyusun,

kesejahteraan harus menjadi landasan dasar pembangunan utamanya desa.

**Himawan Estu Bagijo, Negara Hukum dan Mahkamah Konstitusi (Perwujudan Negara
Hukum yang Demokratis Melalui Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-
undang), (Yogyakarta: LaksBang Grafika, 2014), hlm. 33.

3'Ellydar Chaidir, Negara Hukum, Demokrasi dan Kontalasi ketatanegaraan Indonesia,
(Yogyakarta: Total Media, 2007), hlm. 31.

?Ridwan Hr, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta:PT.Radja Brafindo, 2006), hlm.S.
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Sudah seharusnya dalam negara modern konsep negara kesejahteraan
menjadi landasan kedudukan fungsi pemerintah. Hakikat negara
kesejahteraan dapat digambarkan keberadaannya sebagai pengaruh dari
hasrat manusia yang mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketentraman,
dan kesejahteran agar tidak jauh kedalam kesengsaraan

Hal ini sejalan dengan telaah historis bahwa negara hukum dan
demokrasi memiliki kesamaan konsep, yaitu dilahirkan untuk
membendung adanya kesewenangan-wenangan kekuasaan  yang
mempraktikkan sistem absolute dan mengabaikan hak-hak dari rakyat itu
sendiri* Negara memiliki kewenangan untuk turut campur dalam kegiatan
sosial guna melaksanakan tugas-tugas untuk mewujudkan kepentingan
umum dan kesejahteraan sosial atau warga negara.>

Konsepsi kesejahteraan merupakan revisi konsep dari negara
positifistik. Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie menguraikan dalam
konsep negara kesejahteraan ini, negara dituntut untuk memperluas
tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang
dihadapi rakyat. Pemerintah perlu dan bahkan harus melakukan intervensi
dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi wuntuk menjamin

kesejahteraan bersama dalam masyarakat.*®

3Soetiksno, Filsafat Hukum, (Jakarta:Pradnya Paramita,1976), hlm. 88.

¥ Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2011), him.161.

3Ibid, hlm. 15.

3%Yazim Hamidi Dkk, Teori Dan Politik Hukum Tata Negara, (Malang: Total Media, 2008),
him. 307.
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Hampir semua literatur sejarah mengatakan bahwa negara hukum
yang demokratis lahir dari upaya rakyat proletar dalam melawan
absoulutisme kelompok bourjuis.’’ Menurut Albert Venn Dicey, dalam
setiap negara yang menganut paham negara hukum selalu berlaku
beberapa prinsip negara hukum, yakni supremasi hukum (supremasi of
law), kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) dan
konstitusi yang berdasarkan pada hak individu (the constitution based on
individual rights).>® Tetapi dalam penafsirannya yang kontemporer,
konsep negara hukum bahkan sudah mencakup persyaratan pertumbuhan
ekonomi yang bagus, pemerataan pendapatan, dan system politik dan
pemerintahan yang modern.*’

Oleh karena produk hukum yang dihasilkan oleh negara hukum
haruslah berdasar pada pemerataan hak-hak individu dalam mendapatkan
pelayanan yang layak dan kesejahteraan yang merata. Konsep negara
hukum mempunyai esensi dasar berupa;*’ negara memiliki hukum yang
adil, berlaku prinsip distribusi kekuasaan, semua orang termasuk negara
harus tunduk pada hukum, semua orang mendapat perlakuan yang sama

dalam hukum, dan perlindungan hukum terhadap hak-hak rakyat.

him. 7.

2009),

Francis Fukuyama, The End of History and The Last Man, (Yogyakarta: Qolam, 2004),

Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat), (Bandung: Refika Aditama,
him. 10.

31bid, him. 5.
“1bid, him. 5.
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F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian dalam penyusunan karya ilmiah ini sebagai

berikut:

1.

Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini
adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian ini
dilaksanakan secara intensif, dan mendalam terhadap profesionalitas
pendamping desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan
terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di
Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.
Penelitian ini juga merupakan penelitian empiris yaitu penelitian
untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan
hukum, pendamping desa, pemerintahan desa dan masyarakat di

Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

Sifat penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian
deskriptif analitik, yaitu mengukur profesionalitas pendamping desa
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dengan
mengumpulkan, menyusun, menganalisis dan menjelaskan data
profesionalitas pendamping desa dalam perencanaan, pelaksanaan

dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan
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masyarakat desa di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto

Kabupaten Sumenep dan selanjutnya memberikan penilaian.

3. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah menggunankan pendekatan yuridis empiris. Secara yuridis,
penelitian ini dikaji dengan pendekatan normatif melalui peraturan
perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pendampingan Desa. Secara empiris mengkaji realisasi atau tinjauan
profesionalitas pendamping desa dalam perencanaan, pelaksanaan,
dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan
masyarakat desa di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto
Kabupaten Sumenep sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

114 tentang Pembangunan Desa.

4. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Terdiri dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
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Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pendampingan Desa dan Standar Operasional dan Prosedur
Pendampingan Desa menurut Direktorat Jenderal Pembangunan
dan Pemberdayaan Desa Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Wawancara Bapak Supriyanto, Bapak Luthfi, Bapak
Ghazali, Bapak Imam Wahyudi, Bapak Qoherudin, Ibu
Wasriyah, Bapak Jailani dan Bapak H. Sadik yang sengaja
dipilih untuk memperoleh data informasi dalam pendampingan
desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa
Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.
Bahan Hukum Sekunder
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman
Pembangunan Desa. Peraturan Desa Pakandangan Barat
Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2016
tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa. Peraturan Desa
Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintahan
Desa. Inventarisasi, dokumen, dan publikasi hasil dan prestasi
kerja di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten

Sumenep.
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c. Bahan Hukum tersier
Kamus hukum dan eksiklopedi hukum. Terdiri dari kamus,
ensiklopedia, artikel, koran, majalah, situs, internet dan makalah

yang berkenaan tentang desa.

5. Teknik pengumpulan data
a. Observasi

Penyusun melakukan pengamatan langsung ke lapangan
untuk  mengumpulkan informasi data tentang gambaran
pelaksanaan  pendampingan desa  dalam  perencanaan,
pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan
pemberdayaan masyarakat desa di Desa Pakandangan Barat
Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep berdasarkan Pasal 24
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa dan
Standar Operasional dan Prosedur Pendampingan Desa menurut
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Desa
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa.

Guidline observasi disusun berdasarkan teori profesionalitas
menurut Tjokrowinoto yakni kecocokan (fitness) antara
kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi (bureaucratic-

competence) dengan kebutuhan tugas (task-requirement), dalam
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hal ini kecocokan kemampuan pendamping desa dengan
komptensi yang harus dimiliki. Adapun kompetensi pendamping
desa berdasar Pasal 24 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015
tentang Pendampingan Desa dan Standar Operasional dan
Prosedur pendamping desa menurut Direktorat Pembangunan dan
Pemberdayaan =~ Masyarakat Desa  Kementerian  Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Guidline
observasi terdiri dari 14 indikator profesionalitas pendamping
desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dalam
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
. Wawancara

Wawancara Bapak Supriyanto, Bapak Luthfi, Bapak
Ghazali, Bapak Imam Wahyudi, Bapak Qoherudin, Ibu Wasriyah,
Bapak Jailani dan Bapak H. Sadik yang sengaja dipilih untuk
memperoleh data informasi dalam pendampingan desa dalam
perencanaan,  pelaksanaan, dan  pemantauan  terhadap
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa
Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.
. Dokumentasi

Penyusun mengumpulkan data berupa Rancangan Peraturan
Desa (Raperdes) 2016 dan 2017, Rencana Kerja Pemerintahan

Desa (RKPDes) 2016 dan 2017, dan photo kegiatan tentang
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profesionalitas pendamping desa dalam perencanaan, pelaksanaan
dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan
masyarakat Desa di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto

Kabupaten Sumenep.

6. Pengolahan dan analisis data
a. Pengolahan data

Setelah data diperoleh, penyusun melakukan
pengelompokan data untuk dikaji dan diolah kembali dengan
pengeditan agar data yang sesuai dengan permasalahan dapat
dianalisis. Untuk data observasi penyusun melakukan scoring
bagaimanakah  profesionalitas pendamping desa dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dalam pembangunan
desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Scoring dilakukan dengan pemberian angka dari 1 sampai 4,
dimana 1 = sangat tidak sesuai, 2 = tidak sesuai, 3 = sesuai, dan 4
= sangat sesuai. Guidline observasi terdiri dari 14 indikator
profesionalitas ~ pendamping desa  dalam  perencanaan,
pelaksanaan, dan pemantauan dalam pembangunan desa dan
pemberdayaan masyarakat desa sehingga score maksimal yang
didapat adalah 48.

Lalu peneliti melakukan scoring total untuk mendapatkan

katagori profesionalitas pendamping desa dalam perencanaan,
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pelaksanaan, dan pemantauan dalam pembangunan desa dan
pemberdayaan masyarakat desa.
b. Analisis data

Analisis data ini dilakukan dengan menggunakan metode
analisis kualitatif terhadap data primer maupun sekunder.
Selanjutnya  dilakukan kategorisasi data untuk melihat
bagaimanakah  profesionalitas  pendamping desa  dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dalam pembangunan
desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Pakandangan

Barat Kecamtan Bluto Kabupaten Sumenep.

Norma Kategori

Kurang Sesuai X < (Mean-1xSD)
Sesuai (Mean-1xSD) > X < (Mean+1xSD)
Sangat Sesuai X > (Mean+1xSD)
Kategori Kurang Sesuai Sesuai Sangat Sesuai
Profesional X <24 24>X <36 X>36

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan
Penyusunan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika
Penyusunan yang terdiri dari beberapa bab dan sub-subnya yang saling terkait
satu sama lainnya sehingga kurang lebih membentuk rangkarain kesatuan

pembahasan sebagai berikut:
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Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjaun pustaka, kerangka

teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang desa dan posisi strategis pendamping

desa.

Bab ketiga berisi tinjauan umum Desa Pakandangan Barat Kecamatan

Bluto Kabupaten Sumenep.

Bab keempat tentang dinamika profesionalitas pendamping desa dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan
pemberdayaan masyarakat desa di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto

Kabupaten Sumenep.

Bab kelima merupakan penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran

dalam pokok persolan yang penyusun angkat.
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BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Profesionalitas pendamping desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep telah
sesuai dengan kompetensi pendamping desa Pasal 24 Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015
tentang Pendamping Desa dan SOP pendamping lokal desa menurut
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Tidak sesuainya profesionalitas pendamping desa berada pada tidak
terfasilitasinya kerjasama antar desa di kecamatan Bluto dikarenakan belum
adanya BUMDes dan belum adanya regulasi yang mengatur secara jelas
tentang bentuk kerjasama yang dilakukan antar desa, hanya sebatas instruksi
pemerintah untuk melakukan kesepakatan-kesepakatan bagi yang memiliki
BUMDes.

Adapun  kendala-kendala yang menjadi faktor penghambat
prefesionalitas pendamping desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep sebagai

berikut;
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1. Peraturan pemerintah kabupaten sering berubah dalam waktu yang
berdekatan.

2. Pagu dana dari pemetintah kabupaten seringkali terlambat.

3. Kurangnya pemahaman pemerintah desa tentang administrasi
pelaporan pelaksanaan kegiatan.

4. Rendahnya partisipasi masyarakat.

B. Saran
Berdasar pada kesimpulan di atas, maka penyusun memberikan saran
kepada pendamping pemberdayaan desa, pendamping lokal desa dan
pemerintah desa di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten
Sumenep sebagai berikut;

1. Meningkatkan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan
masyarakat desa agar lebih partisipatif dalam pembangunan desa.

2. Mengoptimalkan pelatihan administrasi bagi aparatur desa agar
tidak kesulitan dalam pelaporan kegiatan pembangunan desa.

3. Berperan aktif dalam mengontrol pemerintah kabupaten agar tidak
terjadi lagi keterlambatan Perbup dalam pelaksanaan pembangunan
desa.

4. Meningkatkan kerja sama desa satu dengan lainnya agar dapat
mendirikan BUMDes yang dapat dikerjasamakan dengan desa lain

di Kecamatan Bluto.
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